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- Permochonan Uji Materil Pasel 37C ayat (2} Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KOMIS! PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI Terhadap UNDANG-UNDANG DASAR Negara Repubiik
indonesia (UUD 1945).

- {Sebagai Perbaikan Permohonan Uji Materiil Undang-undang,
register perkara No.84/PUU-XVIi/20189 }

Dengan fiormat,

Kami yang bertandatangan dibawah in;

fed

Martinus Bularbutor, SH. Bertempat tingoo! di H. Madrasah | blok M
No.3 Rt.008/012, Kelurahan. Duren Sawit-Kecamatan Duren Sowit
inkarte Timur. Pekerjaon Advokat, Loki-iaki beragama Kristen (FC.KTP
terlampir), selaku Pemohon L.

2. Risof Mario, SH. Bertempat tinggol di Ji. Tapas Biok.D-ii /42 Rr.012/11,
Kel Pondok Kelmoo-Kecomatan Duren Sowit, inkerio Timur, Pekerjoon
Advokat, igki-inii beragama isiem (FCKTP reriampir], seinicy Pemohon

i

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalom kepentingan permohonan ini
nertindak untuk i sendii  selaku Roalisi Advoket Pedull Konstitusi
Selanjuinya disebut. ... T NP PEMIOHON




Majelis Hakim Konstitusi yang mulia,

Kami ajukan permohonan uji materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi
berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ketentuan hukum yang mengatur hal Uji Materil Undang-Undang
terhadap UUD, yakni;

a)

b}

Berdasarkan UUD 1945 pada pasal 24 C ayat {1},
« piahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutius
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan Umum;

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
tahun 2003 teniang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan
sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 tentang Peneigpan Peraturan Pemerintah Penggonti
tindang-Undang Nomor 1 Taohun 2013 tentang Perubaohan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamaoh
Konstitusi Menjadi Undang-Undang (seienjutnya kami sebut UU
aaK: “ Mahkamaoh Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannyd bersifat final untuk
menguji undong-undang terhodap Undang-Undang Dasar
Negara Repubiik indonesia tohun 1945;




Dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili
permohonan uji materiil UU yang kami duga bertentangan dengon UUD 1945
sebagaimana kami mohonkan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga negara
Indonesia, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitutionainya dirugikan oleh berfakunya undang-
undang yang diujikan. Oleh karenanya kami ajukan diri sebagai
pemohon dalam Permohonan ini dengan alasan sebagai berikut;

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang oleh
karenanya terikat dan tunduk poda peraturan perundang-undangan
yang beriaku di Negara Republiik indonesia (NKRI). Dengan demikian
Pemohon, dan juga seluruh warga negara Indonesia, tunduk dan terikat
oleh UU Nomor 19 tahun 2019 yang kami ujikan ini.

Bahwa Undang-undang Republik indonesia Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (bukti P-2) patut
diduga telah bertentengon dengan UUD 1945, Dan itu berorti
mengabaikan hak konstitusional rakyat karena ketentuan didalamnya
bermaknakan penyelenggaraan negara indonesia layaknya negara
kekuasaan, vang bertentangan UUD 1945.

Penyelenggaraan negara dalom UU KPK berpotensi menimbulkan
masalah dalom kehidupan bermasvarakat, berbangsa, dan bernegara
vong berdasarken Pancasiin don Undang-Undong Dasor Negara
Republik indonesic Tohun 1945”7,

Dengan merujuk kepada pengertian yang terdapat dalam,

1. Pembukaan UUD 1945 yong berbunyi,
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Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunio harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.

Dan perjuangn pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada sdaat yong berbohagio dengan selamat
sentause mengantarkan rokyot indonesia kedepan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersaty,
berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rachmat Allah yang maha kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyvat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaanya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan
Negara Indonesia yong melindungi segenap Bangsa indonesia
dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian cbadi don keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-undang Dasor Negora Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yong
Maha Esa, Kemanusioan yang odil dan beradab, Persatuan
Indonesic, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaraian /perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia. {bukti P-1}

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN

2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN bagian Menimbang huruf a;

“ pahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukuim,
negara berkewdajiban meloksanakan pembangunon  hukum




nasional yong dilakukan secara terencand, terpadu, dan
berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin
pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “.

3. Pasal 3 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN yang berbunyi;

“Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945
merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-
undangan”.

maka patutlah dipahami bahwa berdirinya negara Republik Indonesia adalah
karena sebuah kesepakatan seluruh rakyat Indonesia dalam membentuk
negara. Dan kesepakatan ity dituangkan dalom UUD 1945 sebagai hukum
dasar pembentukan negara. Dan oleh karena terdapat makna kesepakatan
hukum dasar, secara mutatis mutandis terdapat makng “hak dan kewajiban”
selurub rakyat Indonesia terkandung dalam dalam UUD 1945. Karena
kesepakatan hukum pastilah bermudatan hak dan kewafiban. Dan oleh karena
berupa hak dan kewajiban, maka segala hak dan kewajiban tersebut didalam
UUD 1945 adalah hak yang wajib dituntut penerapannya oleh rakyat
Indonesia.

Oleh karena UUD 1945 adalah kesepakatan hukum pembentukan Negara
Indonesia, maka tidak ada satupun pasal dan ayat doiam UUD 1945 yang tidak
bermuotan hok don kewajiban. Tidak ada pasel yang berfungsi sebagoi
“najangan’, atau “aksesoris”, atau “sekedar pemantias”. Tidak ada pula pasal
dan ayat dalam UUD 1945 yang hanya berfungsi sebagai “petunjuk” semata.
luga tidsk ada pasal atau ayat yang yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Semud norma datom UUD 1945 adalah tentang hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi.

Karena setiap pasal dan ayat dalam UUD 1945 adalah pasal dan ayat yang

penerapannyd merupakan hak dan kewajiban yang dapat dituntut oleh rakyat
indonesia, mako penerapon kewajiban tersebut adaloh hak rokyat, don

EcPage




penerapan hak tersebut adalah kewajiban rakyat Indonesida. Tepatnyd hak
dan kewajiban konstitusional rakyat.

ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia haruslah
mengingat banwa hak rakyat termaktub dalam UUD 1945, Segala UU yang
dibuat sebagai pelaksanaan serta turunan dari UUD 1945 tidakioh boleh
pertentangan dengan UUD 1945, UU maupun pasal dan atau ayat UU yang
bertentangan dengan UUD 1945, pasti berkenaan dengan hak dan kewajiban
rakyat.

Salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara adalah
hak menjalani kehidupan selaku warga negara dalam negard Indonesia
sebagai negara hukum. Hak tersebut diberikan oleh konstitusi untuk
melindungi warga negard dari praktek negard kekuasaan yang tidak
melandaskan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang baik, yang
berpotensi merampas hak azasi manusia dan juga hak-hak hukum setiap
rakyat, bahkan hak konstitusional rakyat yang tertera dalam konstitusi.

Bahwa hak konstusional rakyat tentang negard Indonesia adalah negara
hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Ketentuan tersebut adalah
ketentuan umum, namun tidok berarti bukan merupakan hak kostitusional
rakyat. Menurut Pemohon justru pasal 1 ayot 3 UUD 1945 tersebut adaich
norma umum konstitusionai paling prinsip yang merupakan milik rakyat
Indonesia (umum). Karena jika hak tersebut dilanggar, dengan pengabaian
negara Indonesia negara hukum, maka segala hak hukum rakyat dapat
dirampas oleh kekuasaan.

Merujuk kepada pengertian dalam Penjelasan Umum UU homor 12 tahun
2011 bagion | (umum} paragraf kedua yoang menjelaskan bahwa;

“Negora indonesia gdaiah negora BUKUMm. Sehogoai negord hukum, segold
aspek kehidupan defom bidang  kemasyarakatan, kebangsoan, dan
kenegaragn termasuk pemerintohon harus herdasarkan gtas hukum yang
sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan
hukum yang berlaku di indonesia dengan semua elemennya yang saling
menunjang satu dengan yang lgin dalom rangka mengantisipasi dan
imengaiasi permasaiahon yang simbul dalam kehidupon bermasyarakat,
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berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Maka menurut Pemohon pengabaian pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasti akan
berakibat timbulnya permasalahan dolam kehidupan perorangan pribadi,
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan menghancurkan kontitusi
itu sendiri. Hal ini karena pasal tersebut patut dianggap norma dasar penjaga
sistem hukum nasional, termasuk UUD 1945 sendiri. Jika negara
diselenggarakan berdasarkan kekuasaan, maka konstitusi sebagai norma
dasar berdirinya negara Indonesia pun dapat dihapuskan oleh kekuasaan
tersebut.

Oleh karena hal tersebut diatas kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menilai bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara
indonesia odalah negara Hukum” bermaknakan adanya kandungan Hak
konstitusional setiap rakyat indonesia, yang penerapannya berhak dan wajib
dituntut oleh setiap rakyat Indonesia untuk mengantisipasi dan mengatasi
permasalahan yang patut dipastikan bakal timbul dalam kehidupan
perorangan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”, termasuk Pemohon.

Oleh karena hal tersebut diatas, potutiah mahkamah Konstitusi tidak
terkooptasi kriteria atau syarat tertentu bogi pemohon uji materiil UU
terhadap pasal otau ayat yang merupakan ketentuan umum seperti Pasal 1
ayat (3} UUD 1945 dimaksud, kecuali status warge negara indonesia. Hal
tersebut berdasarkan bohwa setiop pribadi rekyat Indonesia terkait erat
dengan hak dan kewajiban yang terkandung dalam pasal 1 ayat {(3) UUD 1245
tersebut.

Bohwa Pemohon seloku Perorangan rokvat indonesio adoiah pihak yong
Potensial ikut menderito kerugion konstitusionai, sebagoimana tersebui
digtas, jikn Permohonan untuk menguji UU yang melanggar pasal 1 ayat 3
UUD 1945 o qgue ditolak. Jika UU yang melanggar norma ‘negara Indonesia
adalah negara hukum’ dibiarkan berlaku, maka sebagai rakyat Indonesia,
Pemohon dan juga rakyat Indonesia ilainnya cepat Glau lambat akan
menerima akibat buruknya kekuasaon diluar hukum yang baik. Seluruh aspek




kehidupan pribadi dalam berbangsa dan bernegara akan dirusak oleh
kekuasaan.

Bahwa permohonan ini juga berdasarkan alasan, patut diduga Undang-
undang Republik indonesia Noemor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (UU KPK} adaiah praktek penyelanggearaan negara
kekuasaan yang mengancam  setiap pribadi rakyat Indonesia.
Penyelenggaraan negarda berdasarkan kekuasaan yang artinya tidak
berdasarkan tertib dan hirarki hukum adalah keleluasaan penguasa dalam
menentukan keberpihakan penguasa. Dengen demikion keadilan dan
kepastian hukum tidak berlandoskan hukum, namun berlandaskan selera
penguasa.

Oleh karenanya tidak patut mensyaratkan adanya kerugian aktual dalam hai
uji materiil a quo. Karena justru uji materiil a quo adalah untuk mencegah
terjadinya kerugian bagi setiap rakyat indonesia akibat diberlakukannya UU
KPK dimaksud. Maka yang patut diperhitungkan adalah potensi kerugion
konstitusicnal atas pemberiokuan UU KPK tersebut. Dalam hal ini, jika
Mahkamah Konstitusi mengebulkan permohonan a quo berarti mencegah
timbulnya penvelenggaraan negara berdasarkan kekuasaan yvang potensial
merusak segala sendi-sendi hukum tersebut, yang mengancam keseluruhan
hukum negara Indonesia.

Bahwa Pemohon dalam Permohonan ini mengajukan diri sebagai Perorangan
rakyat Indonesia. Namun oleh karena Pemohon jugo herprofesi atau bekerja
sebagai Advokat, sebagaimana dipahami umum profesi Pemohon tersebut
termasuk dalam rumpun penegak hukum. Oleh karenanya Pemohon
menganggap diri selain sebagai rakyat Perorongan  yang hak
konstitusionalnya dirugikan, Pemohon juga merasa bertanggung jowab untuk
jkut menegokan hukum oleh karena profesi yang Pemchion sGndang.

Oleh karena alasan-alasan tersebut kami memohon majelis hakim konstitusi
memandang Pemohon sebagai subjek hukum yang berpioson uniuk menguji
UU yang menurut Pemohon bertentangan dengan pasal 1 oyot {3} UUD 1945.

Haol tersebut diatas selaras dengan sisiem Fresidensiil yang dianut indonesia,
yang mana Presiden dipiiih iangsung pieh rakyot, dan antara Presiden dengan
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DPR tidak dapat saling menuntut bertanggung jawab satu sama lain serta
menjotuhkan, ~maka oleh  kerenanya rakyat  berhak  meminta
pertanggungjawaban Presiden melalui mekanisme yang ada tentang jaminan
hak rakyat sesuai Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah baden yang
mengakomodir hak rakyat untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai bentuk mekanisme permintaan
pertanggungjawaban kepada Presiden oleh rakyat daigm menjalankan
Pemerintohan yang dituangkan dalam Undang-Undang, yong diduga telah
melanggar hak Konstitusional rakyat ofeh karena sistem Presidensiil tersebut.

Dengan alasan-alasan yang kami sampaikan diatas, kami mohon agar majelis
hakim memandang bohwa terhadap penuntutan kepada penyeienggara
negara untuk berkewajiban menjaga dan tidak mengabaikan atou melanggar
norma pasal 1 ayat (3} UUD 1945 adoiah hak konstitusional yang dapat
digjukan perorangan rakyat Indonesia tanpa persyaratan tertentu, kecuali
status warga negara Indonesia. Juga oleh karena pasal 1 ayat {3} UUD 1945
adalah norma umum, maka majelis hakim cukup beralasan untuk menyatakan
pantas warga negara perorangan umum berkedudukan hukum untuk
mengajukan uji materiil atas UU yang bertentangan dengan pasal tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka kami mohon agar majelis Hakim
Konstitusi menerima Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan
hukum dalam menguji UU yang bertentangan dengan pasal I ayot 3UUD 1945
dimaksud. Dan oleh karenanya menyatakan Pemohon berkedudukan hukum
dalam Permohonan A quo.

Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia,

Sebeium kami menyampaikan Posita Permohonon, Kami periu ENVEIMDUIKGH
penjelason bahwa komi menggunakan referensi pendoapat UU  untuk
mendukung Permohonan kami ini sebagaimana kami sampatkan diatas. Hal
penggunaan Pendapat UU sebagai referensi pendukung berdasarkan alasan
bahwa menurut kami pendapat UU adalah pendapat yong poling pantas
dijadikan rujukan. Kecuali tidak ada UU yang dapat memberi pengertian
tentang sesuatu yang bisa dijodikan rujukan, boruloh pendapat para Soijana
aiu doklirin hukum dapat dijadikon rujukan.
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Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa dalam pembentukan UU telah dilakukan
proses kajian yang mendaiam, yang mang dalom melakukan proses kajian
tersebut tentuloh dilokukan oleh para sarjana dan para ahli. Dapat juga
disebut bahwa UU diterbitkan setelah segala doktrin hukum dan pendapat
para ahli terhisab didalamnya. Maka berbanding rujukan seorang ahli, maka
UU jauh lebih valid. Pendapat seorang ahli adalah pendapat subjektif satu
seseorang. Sementara pendapat dan atau pengertian dalam UU adalah hasil
resultante dari pendapat banyak ahli / doktrin. Jika tidak Objektif, pendapat
hasil resultante banyak ahli/doktrin setidaknya inter subjektif.

Pendapat inter subjektif menurut hemat kami lebih layak dipercaya dan
dijadikan rujukan dibandingkan pendapat subjektif. Keyakinan kami tentang
pendapat atau pengertian yang diberikan oleh sebuah UU lebih layak
dijadikan rujukan berdasarkan pencermatan tentang proses pembuatan UU
itu sendiri, sebagaimana diterangkan pada LAMPIRAN [ UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (bukti P-3).

Dan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa proses pembuatan UU
merupakan kegiatan bersifat ilmiah tentang ilmu pengetahuan yang patut
dipastikan melibatkan para ahii hukum yong juga mendasarkan
pengetahuannya pada dokirin hukum yang berkembang didunia hukum
terkait isi UU yang dibuat, kami sajikan seperti apa proses pembentukan yang
tetera pada lampiran UU tersebut;

TEKNTE PENYISEAAN MASKAT AKADEMIK RANEANG 1Y UXBANGEXRANG, RAVCANGAN PERATERAN BAZRAE PROVINSL
PAY RAMCANGAN PERATIRAN DARRAM RABDPATEN/ROTA

i, Aaskah Akademik adaiab naskah hasit penelitian atan penghajian huiwm dan basil penelitian nivays ferindap suaty nsainh

tortenty yang dapat dipertangaunainwahian seearn iimiah wengenal pergaturan masaiah tersabut daiam soatn fiancangan
imdang-tndang,
ftanenngnn Peraturan Snerah Provinsd, Haneangan Peeainras ernh Rabuonten (haln, sehaen solust terbadng permasainban

dan kebutuhan hokinm masvarakinl
¥ Sistemalika Vaskah kademik adalah sebagai berihal
L
BATLPERGANTAR
BArTAR IS

DAT T PENBAREIAN

et s Do g
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AR T KAJIAN TEORETIS BAY PRAKTIK EMPIRIS
EAL 1 EVALUAST BAX ANALISIS PERATERAN PERUNDANGUNBANG AN TERKAIY
AR IV LANBASAN FILOSSYIS, SOSIOLOCIS. BAN YURIBIS

BAB Y JANGKAUAN. ARAH PENGATERAN. BAN RUANG LIXGRUP MATERI MUATAN DNBANG-DNDANG. PERATURAN BAERAH PROVINSL ATAG
PERATURAN BAERAI KABEPATENJROTA

BAB VI PENETUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANG AX PERATURAN PERUNBANG-ENDAXGAN

firaian singhat seliap bagiam

. BBl
PEABANTERAN

Pendahuiuan memuat latar belakang, sasaran yang akan divejndian, identifihasi masalah. fajuan das Kegnnaan. seria
melode penelition.

A, Latar Belahang

Latar belakang memnal pemikiran dan alasan-atasan perfunya penvusanan Nashah Akademik sehagai aenan pembentukan Raneangan
U'ndang-tndang atae Raneangan Peraturan Daerah terfento. Latar helakang menjelasknn mengapa pembentukan Haneangan Undang-
Vndang ataw Ravcangan Peraturan Daerah suate Peratwran Perundang-undangan memeriukan suaty kajiaon yang mendalam dun
homprelensil mengenai leori alas pemikivan ihmiah yang berhailan dengas antler) maatan Bancangan Cadang-lodang alau Rancangan
Peraturan Baerah yang ahan dibeniuk, Pemihiran ilmiah iersebut mengarah hepada peny ssunan arguinenta filesolis, sosivlugiz serka
vuridis guna mendukung pertu atan fidak perlusya penyusumm aneangan tndang-badane ainn Bancangan Peraturan Baerah,

B, Identifikasi Masaleh

Tdentitibasi masalal memual remusan neagenal wasaiah apa ang ahas dilenhan dan davathan dalam Aashai Ahademih fersebul,
Pada Gasarnya identifikas nasalal dalan swaiy ashab Shademib mescabup § jempai) pohok nuatak. yaile sebagat herihob:

1) Permasatahan apa vang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, hernnagara, dan hermasyarakat serta bagainuana permasalahan tersebut
dupal diafasi.

) Vienaapa perln Hancangan Sudang-indang alae laseangan Peraturas Baeraisebagal doar gemecahun isaial ieTehal, vang berars

wenthennrkan pofiining peaurn dainm gew eleszn srzsaing forsemi.

3 Ana vang menjadi pertimbangan atay lindasan Mesofls, seciotoghs, varidi pembentekan Koncangan Undang-Undang st Rancangan
Peraturan Baerab.

4 Apa sasagan yang ahan divajudian, roane lnghup peasatoran. faghawan, i arah pengaioran.
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1) Merumuskan permmsaiabun yang dihadapi datam kebidupan berbangsa, bernegarn, dan hermasyarhal serta cara-card mengatas
permasalabian leesebul,

) Merumushan persiasalabai Hahun yang dihadapi sebagai alasan pembentithan Rancanzan Vudang-Ladang atau Rancangan Peraluran
Bacrah sebagai dasae hokom penyelesaian atan sulusi permasalahan dalam hebidopan herbangsa. hernegara, dan bermasyarahai.
3) Merpmuskan perfimbangan alay jandasan fitosofis. sosiologis, yuridis pembentikan Kaneangan ndang-indang atau Raneangan
Peraturan Daerak.

1) Nerumushan sasaran yang shai diwujudhan, ruang Bughup pengaturas, janghanan, das arab pengaturan dalum Rancangan Eadang-
Undang alau Ranvangas Peraturan Pasrah.

Septentara iin, kegunaan peayusuman Naskal Ahademik adalah sehagai acuan alay referensi peayusunan dan pembahasan Raneangan
iadang-ndang atag Raneangan Peraturan Baerah.

B Metode

Peiyusunan Nashal Ahademih pada dasaruya merupahan suatu hegialan penelitian sehingea diganahas melode peayusuaan Rashal
Ahadewmib yang herhasishan meiode penelitian Bk atau penelitian Tain, Penclitian ok dapai dikahukan mefaiuni melode yaridis
normatii dan metode voridis empiris. Nelode yuridis empiris dikenal juga dengan penclitian sosiolegal. Hetode yuridis normatif
dilakakan melalui studi pustaka yang menelanh (ferulama) data sekunder yang berupa Peraluran Porundangc-undangan, pulusan
pengadilan, perjaniian. hontrak, alan dohumen hukum laianya, seria basit penefitian. hasil peaghajian. dan relerensi laisnya. Helode
varidis normalil dapal dileaghapi dengan wawaneara, dishusi {focus group discussien). dan capal dengar peadapat. Melode yuridis
empivis alan sosiolegal adalah peuelitian yang diawali dengan penelitian normalii alau peselaahan teihadap Peraiuran
Perundangundangan (normatif) yang dilanintkan dengan obxervasi yang mendalam serka penyebarinasan kuesioner unink mendapatian
data faktor nonhukum yang terkail dan yang herpengarnh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ditediti.

2. BABN
RAJAN TEBRETIS DAN PRAKTIR EMPIIS

ftab ini memual araian menzenai materi yang hersifat learetis, asas, praktik. perkembangan pemikiran, seria implikasi social,
politik, dan chonomi, hewangan negara dari pengatnran dalam suaty Updang-tndang, Peraturan Baerah Provinsi. afan
Peraturan Baeral Kabupalen/Kota. Bab ink dapal diucaikan dalam beberapa sub bab berikut:

a)  Rajian leorelis

B} Kajian lerhadap asas/prinsip yang jerkait deagan peavasunan norma, Analisic torhadap perentuan asaeasas ini
inga memperhatikan berbagai aspeh bidang kehidupan terkait dengan Pernturan Perandang-andanean yapg akan
dibuat, yang herasal dari hasil penefitian.

¢} Kaiian terhadap prakiik penyelenggaraas, Gondisd vang ada. serta pevmasaialan yang dihindapl masvarshat,

d)  Rajian terhadap implihasi praecapan sistern barii vang ahai Saior dalam Uadang-Lodang alai Peraluran Daerab
terhadap aspek hebidupan masyarabal dan dampakm a leriday aspek beban hevangan aedara,

EVALLASE DAN ANALISIS PERATURAN PIETRBANGTMAMGAN TERRATT

Rab it memnat hasil kajian terhadap Peraturan Perandangundangan torkait yang memat hondisi fmkum yang afa,
heterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Baerah hary dengan Peraturan Perundang vedangan kain, harmonisad seeara
sertikal dar horizontal serta status dari Peraluran Perundang-undangan vang ada, termaseh Peraluran Perundung-undangau
vaing dicabil daw dinyalahan fdah berlahi seria Feraturan Perundang-undansan vang wasin ielap bevlahu haveaa fidab
berivinean densan badanel miane alas Peraiuran Baeralt yass baew, hajla teviadag Peeaioran Perundunu-andinean i
dimakeadian nntuk mengetanni Eondisi hubam atag peratyran perppdnng-undangan vane mengatar mengenni substansi aian

malerd yang shan dialer. talam Lajian ini ahan dikelnbui poeisi dori Pedang-budany sian Paraturnn aerabk yang hare,

Lan tipokat sinhronisash, karmontad Perntaran Prrundanepndanman vang ads serta pusld

Lialists inf dapal mengganmd
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h)

¢}

dari Undang-Undang dan Poraturan Baerah entub menghindard terjudinys umpang tindih peagaturan, tasil dari penjelasan
alay wraian ini menjadi bahan bagi peayusunan landasan (Hlosolls dan yuridis dari pembentukan Uadang-Undang. Peraturan
Baerah Provinsi, alau Peratucan Baerah Kahupaten [Rola vang ahan dibeatuk.

BABRIV
LANBASAN FILOSGRIS. SOSHLOGIS. AN YERIS
Lamdasan Filssofis

Landasan filosofis merupahan periimbangsan alau alasau vapg mengeambarkan bakwa peraturan yang dibentuk
memperfimbanghan pandangan hidup. hesadaran. dan ¢ita hukum yang welipifi suasana hebatinan serla falsafah bangsa
indonesia yany bersumber dari Paneasita dan Pembukaan badang-tndang Basar dewara Republik indonesia Tahun 1945,

Landasan Sosielogis

Landasan sosiologis merupahan pertimbangan alau alasan yang meagambarhan baliwa peraluvan yang dibenluk uslok
memenuhi hebuinhan masyarahai datam berbagai aspeh. Landasan soviologis sesungenbnya meavanghni iakia empiris
mengenai perkembangan masalah dan kebainhan masyarakat dan negara,

Landusan Yoridis

Landasan yeridis merupahan pertimbangan alan alasan yang wmenggambarhan bahwa peraluran yasg dibentuk uniuh
mengalasi pernsaiaban hukum atan mengisi kehosongan buhum dengan memperiimbanghan aturan yang ielah ada. yang
akan dinhah, atau yang akan dicabut euna menjamin hepastian huknm dan rasa keadilan masyarahat. Landasan yoridis
menyangku! persoatan huknm yang berbnitan dengan subsiansi plan materi yang diatnr sehingga perin dihentuk Peraturan
Perundang-Urdangan vang bare. Beberapa persoalun hukinm ite, anlara lain, peraluran yang sudub ketingealan, perafuran
yang Hidah barmonis alau luatpanyg lndib, jenis peraturan yany lebil rendab dari Undang-adang sehingia daya berlahauya
femali. peraturannya sudah ada jelapi fidah wemadai. alan peraturamiya memang sama sehali belum ada

BABY

ANGRADAN, ABRAH PERGATERAN. BAN BEAVE LIMGREE HATERD HEATAN BABANG-ENBAML PERATURAN BARRAH FROVIASL aT4b
PERATURAN DAERAH RABUPATEN/ROTA

Xashah Akademik pada alihirmya berfungsl mengarabban roang Hughep mater! muatan Rancangaw Pndone-Undang
Ranvangas Perabtiras Daerak Provinsh. atau Ranesagas Pecaturas Baceah Rabupaien/hola yang ahau dibentul. Balum Bak
iiti. seheinm menguraikan roang linghop maieri miaian. diramishan sasaran yang ahan div ujudhas, arah dan anghauas
peapaiuran. Hateri didasarkan pada slasan yang el dikemuhaban dadan bain sobelumnya. Selaininys mengenni runag
fingkup materi pada dasarnya mencakup:

a.  hetentuan wmum memaatl remasan shademil mengenal pengertiap istitab, dan fragy

b, maleri yang akan diafan

V. aeienlian sankei dan

d.  weiesiuan perafiia.

BAB VEPEXETIY

ab peauivg terdivi aias sabhab simpabin dan saran.

Liimpaian Nimpuian memant ranekuman pokob sihirn vone borknitan denwan prabtib pesvelenoaraan, vohak eldhoras toori, dap

weay yang telah diveaikan daliom bab cobelumnia,
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8. Saran
Sarai meniaal anlara faii

1.Periunya pemilahan substansi daskah Akademik dalam cuatn Peraturan Perandang-nndangan alau Peraiuran Pernndangundangan di
hawahnya.

9 Rehomendasi lentang shala priovilas penyusunan Rancangan udang-Ludang Rancangas Peraturan Dacral dalam Progeam Logislast

Nasional/Program Leghdasi Baceab,

3. Kegintan fain vang diperiukan univk mendukung penyempuraaan penyusunan Vaskah Akadomik lehib baniut,

7. DAFTAR PUSTAKA
Bailar pusizka memaal buko, Peraluran Perundansundangan, dan jurnal yang menjadi sember balian peayasusan Nashah Akademik.
LANPHEANBANCANG AN PERATER AN PERENDANG-PNIANGAN PRESIDEY REPLBLIK INDONESEA,

td.
BRI SUSILO BAMBANG YUBHOYONG

Majelis Hakim yang mulia,

Setelah mencermati bagaimana proses pembuatan UU sebagaimana
diterakan oleh UU nomor 12 tahun 2011 tersebut, bagi kami tidak ada
keraguon bohweo UU bukan hanya sebuah peraturan mengikat, namun juga
sebagai pucuk sari pengetahuan. UU juga kami vakini sebagai standard buah
pikir peradaban manusia yang mana pendapat dan pengertian yang
diberikannya adalah pendapat dan pengertian tervalid sekaligus terbuka
hipotesanva sehingga ramaoh terhadap proses tesis anti tesis. Dengan
demikion kebenaran pendapat dan pengertian dalam UU reigtif iebih dopat
dipercaya don karenanya lebih ioyok dijodikon rujukan. Lebin dari itu,
pendapat dan pengertian daiam UU juga berniiai kebenaran reiatif secara
sosiologis karena terbuka terhadap buah pikir penerimaan dan penolakan

masyarakat akibat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas.




Pendapat kami ini tidak bermaksud meremehkan pendapat para ahli tentang
sesuatu. Namun sebagaimana kami sampaikan, bahwo UU teloh menghisab
pendapat banyak pendapat sarjona tentang sesuatu yang berhubungan
dengan kepentingan UU menyajikan buah pikirnya kepada masyarakat. Dan
oleh karenannya kami berharap majelis hakim berkenan untuk menjadikan
UU yang memiliki pendapat terkait permchonan a quo sebagai rujukan
utama.

Berdasarkan pendangan kami tersebut, kami pun akan mengajukan Posita
yang seluruhnya hanya merujuk kepada pendapat UU sepanjang UU memiliki
pendapat atau pengertian yang kami butuhkan sebagai rujukan pengajuan
Permohonan ini.

Majelis hakim Konstitusi yang mulia,

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan UU Nomor 19 tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUKPK]) (bukti P-2).

Bohwa dalam UU Nomor 19 tahun 20189 tersebut telah dimuat pasal dan ayat
yang menurut pendapat Pemohon telah merugikan hak rakyat Indonesic
karena bertentangan dengan pasal 1 ayat (3} UUD 1945, Pasal dan ayat yang
dimaksud adalah Pasal 37C ayat (2):

Pasai 37 C

I} mmmmsssssmovassesssssnsemsscassnsanescsesssenssiasaSam i HEAY

{2} Ketentuan mengenai organ pelaksana pengowdads
sebagaimang dimaksud pado ayot {1} dietur dengon
Peraturan Presiden.

C. ALASAN PERMOHONONAN (POSITA)

Bahwa Pemohon berpendapat pasal dan otau ayat sebagaimana tersebut
diatas telah merugikon Pemohon seloku rakyat indonesia berdasarkan agigson-
alason berikut ini:




1. Bahwa pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “negara

Indonesia adalah negara hukum” patutioh diyakini sebagai
penegasan Konstitusi bahwa negara indonesia bukaniah negara
Kekuasaan [machstaat). Penegasan tersebut agdalah jaminan
Konstitusi kepada rakyat Indonesia bahwa negara Indonesia tidak
akan dilaksanakan dengan kekuasaan, melainkan hukum. (bukti
p-1}

Artinya, segala kekuasaan haruslah diimplementasikan dalam
hukum, dan segala hukum tidak diperkenankan semata sebaggai
alat kekuasaan, namun juga alat kepentingan rakyat. Hukum
harusiah merupakan konsensus rakyat selaku pemilik kedaulatan.
Hukum adalah wujud kekuasaan yang dikehendaki rakyat.

. Bohwa dalam rangka menyelenggarakan kehidupan berbangsa

dan bernegara sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3} UUD 1945,
maka penyelenggaraan tersebut harusiah dilaksanakan dalam
wujud perundang-undangan. Segaia sesuatu yang akan digopai
bangsa Indonesia sebagaimana dicita-citakan UUD 1945 dimulai
dengan pembuatan perundang-undangan sebagai hukumnya.

. Bahwa sistem hukum adalah cara untuk menghindari adanya

penggunaan hukum untuk kepentingan tertentu kekuasaan.
Tertib hukum menjadi syarat terbentuknya hukum yang baik. Dan
hanye hukum yang baik yang menjamin perlindungan hok
segenap rakyat Indonesia. Dapatlah disimpulkan bahwa hukum
vang tidak tertib atau yang bertentangan dengan sistem hukum
yang ditentukan adalah bukti adanya penggunaan hukum
sebagai alat kekuasaan semota, yang bertolak belakang dengan
prinsip periindungan hak segenap rakyat indonesia.

Pengertion terseout digtas setidak-tidaknya seloras dengan
bagion a dan b pertimbangon UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (bukii P-
3) yang berbunyi;

o. bahwa uniuk mewujudkan indonesia sebagai negurd
hukum, negaro herkewajibon melaksanokan




pembangunan hukum nasional yang dilakukan secard
terencona, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem
hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan
kewajiban segenap rakyat indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas
peraturan perundang-undangan  yang baik, perlu
dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan
perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan
metode yang pasti, bakyu, dan standar yang
mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk
peraturan perundang-undangan; '

4. Wujud hukum yang baik dan atau hukum yang menjamin
pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia adalah
hukum dalam artian perundang-undangan terloksana tertib
secara hirarkis.

Pengertian tersebut diatas setidak-tidaknya selaras dengan pengertian dan
kekuatan hirarki hukum sebagaimanda disebutkan pada pasal 7 UU nomor 12
tohun 2011, yakni;

{1} Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

al

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. Ketetapon Majelis Permusyawaratan Rakvat;
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Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;

Pergtursn Pemerintah;

Pergiuran Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Koto.

(2] Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengai ferarki
sebageimane dimoksud poda ayot (1)

*Paog




5. Bohwa masing-masing pengertian tentang hirarki perundang-
undangan patutiah dimengerti sebagaiomana disebutkan UU
nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupokan  hukum  dasar  dalam
Peraturan Perundang-undangean (pasai 3 ayat 1).
Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
persetujuan bersama Presiden (pasal 1 ayat 3).

Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
adalah Peraturan Perundang-undangai yang
ditetapkan oleh Presiden dalom hal ihwal kegentingan
yang memaksa (pasal 1 ayat 4).

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-
undangan vyang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya
(pasal 1 ayat 5).

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-
undangan vyang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan
vang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan (pasal 1 ayat 6).

Bahwa dalam kenyataannya UU nomor 19 tahun 2018 (selanjutnya kami sebut
dengan UU KPK) telah memuat pasal dan otau ayat-ayat yang telah
melanggar tertib hukum dimaksud. Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan
yang akan kami uraikan dibawah ini.

Namun untuk menghantarkan alasan-alasan kami, sebelumnya kami mohon
majelis hakim mencermaoii kejangoalan-kejanggaion didalam UU KPK agar
fehih jernin teriihof, sehagoimanag berikut ini;
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- Pasal 21

(1} Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

o. Dewan Pengowas yong beriumioh 5 (lima) orang;




b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri
dari 5 (lima} orang Anggota Komisi Pemberantasan
Korupsi; dan

¢. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Pasal 12

(1} Dolam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalom Pasal 6 huruf e, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

- Pasal12B

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan
setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

- Pasal 378
(1) Dewan Pengowas bertugos:

a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang
Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. memberikan izin atou tidok memberikan izin
Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

- Pasal 47

{1} Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan
penggelfedanan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan
Pengowos.

2) Dewan Pengowags dapat memberikan izin tertulis

ey,

gtau tidak memberikan izin tertulis terhadap
permintaan izin  sebagaimana  dimaksud — pada
agyat (i} paling lame 1 x 24 (satu kali dua puluf
empat} jom sejok permintoan izin diajukan.

Mencermati pasai-pasal giatas maka munciul pertanvaan, gpa dan sigpakah
Dewan Pengawas doiam UUKPK ?




Menurut pasal 21, yang disebut KPK juga term asuk Dewan Pengawas. Dengan
demikian pasal 12 yang menyebut bahwa KPK berwenang melakukan
penyadapan, juga termasuk Dewan Pengawas didolamnya. Lalu mengapa
pada pasal 12 B ayat (1) disebutkan bahwa penyadapan harus mendapatkan
izin tertulis dari Dewan Pengawas yang nota bene adalah KPK juga? Jika KPK
dalam melakukan penyadapan harus izin Dewan Pengawas, maka artinya KPK
meminta izin KPK. KPK meminta izin dari dirinya sendiri ? Dan berdasarkan
pasal 37 B huruf a, artinya KPK mengawasi diri sendiri ? Sungguh aneh UU KPK
oleh hal tersebut. Siapakah dan apakah sesungguhnya Dewan Pengawas
secara hukum dalam UU KPK ini?

Setelah mencermati pasal-pasal tersebut, selanjutnya mulai teranglah apa
yang menjadi penyebab keganjilan tersebut. Pasal- pasal tersebut menjadi
ganjil secara teertib dan hirarki hukum akibat kewenongan dimaksud pasal-
pasal tersebut diatas ternyata adaloh pasal-pasal yang berada dibawah
kendali Presiden sebagaimana bunyi pasal 37 C;

- Pasal37C
{1} Dewan Pengawas dalam  menjalankan  tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378
membentuk organ pelaksana pengowas;
{2} Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.

Bohwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas telah jelas bahwa terjadi
intersepsi atau penyusupan kekuasaan Pemerintah kedalam UU KPK unfuk
mengintervensi UU KPK yang sekaligus menandakan tidak tertib don tidok
hirarkis tersebut. Keberadoan Dewan Pengawas dalam UU KPK pun tidok
jelas, Dewan Pengawas apa ? Tidak dapat dimaknai sebagai ‘Dewan
Pengawas KPK’ karena Dewan Pengawas dimaksud berada didatlam komposisi
KPK itu sendairi.

Dan kami sompaikan urdgion selengkapnya atas hal tersebut dengan
menunjukan bahwa perbuatan pembuat UU KPK tersebut teloh melanggor
tertib hukum dan hirarki hukum, sekaligus bertentangan dengan UUD 1945,
sehagaimana berikut ini:
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Bahwa sesungguhnya UU nomor 18 tahun 2019 adalah UU yang mengatur
tentang hal kewenangan lembaga yang menangani pemberantasan tindak
pidana korupsi. Maka hal tersebut menjeloskan bahwa segala isi dolam UU
nomor 19 tahun 2019 sejatinya adaloh hukum acara {hukum formai). Oleh
karenc itu haruslah dipastikan bahwa segala kewenangan hanyalah dimiliki
oleh organ lembaga yang dibentuk dan ditentukan secara absolut oleh UU
nomor 19 tahun 2018.

Keabsolutan tersebut tentu dapat dipahami demi kepastian hukum, terlebih
dalam hal hukum acara. Organ lembaga yang bukan dibentuk oleh sebuah UU
bukanlah lembaga yang berwenang dalam hali pelaksanoan hukum acara.

Pada kenyataannya dalam UU nomor 19 tahun 20189 tercantumkan lembaga
yang disebut dengan Dewan Pengawas yang mana dasar kewenangannya
diatur oleh Peraturan Presiden, sebagaimana bunyi pasal 37 C ayat (1) yakni,
“Dewan Pengawas daiam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 B membentuk organ pelaksana pengawas”. Dan ayat (2} yakni,
Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bahwa ketentuan pasal 37 C tersebut pada pokoknya adalah tentang
mendominasinya kewenangan Dewan Pengawas dalam hal pelaksanaan UU
nomor 19 tahun 2618, yang dalam hal ini artinya Dewan Pengawas tersebut
memiliki kewenangan hukum acara dalam Ul dimaksud.

Bahwa Pasal 128, Pasai 21 ayat (1) huruf o, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal
38, Pasal 47 ayat (1} & (2} UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (Ul)
NOMOR 19 TAHUN 2019 ternyota odalah pasal-pasal yang intinya adaioh
menjelaskan tentang kewenangan Penyidik dan Pimpinan KPK yang
pelaksanaannya berdasar wewenang Dewan Pengawas untuk memberi izin
atay tidak memberi izin kepada Pimpinan KPK melaksanokan tugasnya, yang
mianag Dewon Pengawas lersebul berada daiam Komposisi KPK. namun dalam
wewenang Presiden melafui Peraiuran Presiden.

Merujuk poada ketentuan Pasal 13 UU nomor 12 tohun 2011 yakni,
“Materi  muoian  Peraturgn  Presiden  berisi  maoteri  yang
diperintahkan ofeh Undang-Undang, materi untuk melaksonakan Peraturon
Pemerintah, atau materi untuk melaksanakaon penyelenggoraan kekuasaan
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pemerintahan”. Dan terkait hal itu terdapat perintah UU kepada Peraturan
Presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 ayai (2) UU nomor 13 tahun
2019 yakni, “Ketentuan mengenai organ peloksana pengawas sebagoimona
dimaksud pada ayot (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.

Pasal 37 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2019 tersebut memberi perintah kepada
Presiden untuk membuat Peraturan Presiden gunc mengatur organ KPK.
Padahal salah satu organ KPK yang disebut Dewan Pengawas berdasarkan
Pasal 37 B ayat (1) huruf b adalah organ yang bertugas memberikan izin atau
tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Hal
ini membuktikan bahwa Presiden mendapat perintah dari UU untuk
mencampuri urusan Hukum Acara (hukum formal] pemberantasan tindak
pidana korupsi sebagaimana maksud UU nomor 13 tahun 2019 melalui Dewan
Pengawas yang adalah KPK itu sendiri.

Hal sebagaimana disebut diatas telah mengacaukan tertib hukum dan hirarki
hukum. Pembuat UU melalui pasal 37C ayat (2} telah dengan sengajo
menjadikan Presiden melalui Peraturan Presiden sebagai yang berwenang
dan lebih berwenang dari Penyidik dan Pimpinan KPK. Dalam hal ini telah
terjadi pelanggaran norma hukum yang baik karena telah bertentangan
dengan tertib hukum dan hirarki hukum. Dalam hal ini Peraturan Presiden
vang seharusnya sebagai pelaksana perintah UU, sebaliknya mendapatkan
kewenangan dalaom mengatur Komisi yang melaksanakan UU.

Dalam bohasa vang sederhana, bahwa Perpres (Peraturan Presiden) adalah
“untuk mengatur”. Mako yang jodi ketidak tertiban dan tidek hirarkisnya
adaioh bahwa Dewan Pengawas yong berwenang tersebut “diatur” oieh
Presiden.

Dengan odanva kewenangan Dewan Pengowas terhadap Pimpingn dan
Penyidik KPK dengan alas hok Peraturan Presiden maka sejatinye KPK {Dewon
sebagaimana maksud dari kato “wewenang”. Yang dimiliki hanyalah “tugas”
dan “fungsi”.

Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa indonesia (KBBI} artinya adaloh
“hak dan kekuasoan untuk bertindak” (bukii P-d). Maka jiko wewenang horus
mendapatkan izin teriebih dahuiu, artinya tindakan yang difakukan bukaniah
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wewenang yang bertindak. Melainkan wewenang yang memberikan izin
untuk bertindak. Dalam pengertian tentang hirarki perundang-undangan,
Kewenangan dalam satu perundang-undangan hanya dilakukan oleh lembaga
yang mana peraturan prundang-undangan tersebut diperuntukan.

Menjalankan perintah UU tidak sama dengan memindahkan wewenang.
Perintah peraturan perundang-undangaon yang lebih tinggi kepada peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah postilah bukon pemindahan
wewenang.

Berdasarkan Pasal-pasal dan ayat yang kami uraikan dalam permohonan o
quo telah terang terjadinya pemindahan kewenangaon yang justru dilakukan
oleh UU KPK tersebut. Patutioh disebut bohwa sejatinya Pimpinan dan
Penyidik KPK tidak memiliki wewenang dalam pelaksanaan UU KPK dimaksud.

Oleh karena yang diatur dalam UU nomor 19 tahun 20189 adalah kewenangan
menjalankan hukum acara pemberantasan tindak pidona korupsi, maka
dengan ketentuan yang mengatur hak Dewoan Pengawas untuk memberikan
izin atau tidek memberikan izin pelaksanaan Penyelidikan, Penyidikan,
Penggeledahan, Penyadapan dan lain sebagainya, yang mana kewenangan
yang dimiliki Dewan Pengawas diatur oleh presiden, maka patutiah dimaknai
bahwa kewenangan yang ada dolam UU nomor 19 tahun 2019 adalah
kewenangan Presiden yang dijolankan oleh Dewan Pengowas.

Karena organ Dewan Pengawas adalah organ yang ‘hak dan kewajibannya’
ditentukan Presiden meiaiui Peraturan Presiden, maka Dewan Pengawas pun
daiam pemberian izin tersebut bukan sepenuhnya atas dasar wewenangnya,
melainkan berdasarkan werwenang Presiden yang terkandung dalam
Peraturan Presiden sebagai penentu gturan hak dan kewajiban organ Dewan
Pengawas, yang artinya juga Presiden berkuasa atas Dewan Pengawas.

Karena Presiden berkudgsa ditas Dewan Fengawas, maka secard langsung atau
tidak fangsung Presiden berkuoasa ates Pimpinan don Penyidik KPK, Itu artinyo
Presiden melelui Peraturan Presiden berkuasa dan mengatasi UU Nomeor 19
tohun 2019, Hal ini adalah pelanggaran tertib hukum dan hirarki hukum.

Presiden atou Perpres sepatutnya tertib dan hirarkis secara hukum hanyo
poleh meiaksanakan “perintah” UL, Presiden tidek bolel menventuh wilovah
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Kewenangan. Namun kenyataannya UU KPK telah memberikan “Perintah”
yvang salah, yang melanggar tertib dan hirarki hukum.

Bahwa seandainyapun UU Nomor 19 tahun 2019 mendasarkan
penyusunannya dimaknai dengan berdasarkan asumsi KPK sebagai “rumpun
eksekutif” sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (2] dan (3) vang berbunyi’,
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: {2) Penyelenggara Negarea
adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legisiatif, atau
yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ayat (3}, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembago negara
dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan
dan  pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi sesuai  dengan
Undang-Undang ini.

Hal pasal 1 ayat (2} dan (3) tersebut bukanlah alasan yang benar bagi
Pemerintah untuk melakukan intervensi atau berkuasa dalam Ul dimaksud.
Bahwa maksud kata ‘rumpun, bukaenlah berarti ‘cabang’, ateu ‘bagian’ atau
‘subordinat’. Namun arti kata ‘rumpun’ seharusnya dimaknai sebagai ‘dari
asal yang sama’. Pengertian tersebut setidak-tidaknya selaras dengan
pengertian kata rumpun’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti;

1} n kelompok tumbuhan yang tumbuh anok-beranak
seakan-akan mempunyai akar yang sama (seperti
buluh, tebu, pisang, serai, dan talas); perdu

2} n golongan besar bangsa {bohasa} yang sama asal
den jenisnyo; golongan hasil susastre yang sejenis: --
cerita rakyot

3} 0 ki Orong-orGng vong SeReturuncn SGma nenex
moyangnya, (bukii P-5}

Oleh karenanya patutloh didugo bohwa dolom UU nomor 19 tohun 2019
pembuat Undang-Undong teluh dengaon tidak jujur membangun asumsi seolah
Komisi Pemberantasan Korupsi adaiah iembaga yang merupakan ‘bagion’,
atau ‘cabang’ atau ‘subordinat’ Pemerintah. Bahwa dengan asumsi yang




keliru atau dikelirukan tersebut pembuat undang-undang kemudian
membangun kesan seolah-olah cukup alasan untuk memberi perintah kepada
pihak Pemerintah (Presiden) untuk mengatur sebuah organ didalom UU
nomor 19 tahun 2019 yang memiliki wewenang dalam hal pelaksanaan UU
tersebut, yang disebut Dewan Pengawas.

Dengan pengertian ‘serumpun’ seharusnye dimaknai bohwa selain
Pemerintah, ada lembaga eksekutif lainnya yang serumpun dengan
Pemerintah yang menjalankan sifat dan jenis eksekutifnya diluar Pemerintah.
Lembaga serumpun eksekutif tidak saling mengatasi, bukan merupakan
cabang Pemerintah, dan tidak dalam posisi subordinat satu sama lain.

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut dalam rumpun
eksekutif bermaknakan lembaga yang lahir dari ‘rahim’ yang sama dengan
rahim yang ‘melahirkan’ Pemerintah yakni kekuasaan Eksekutif, tapi berbeda
akar, batang dan ‘tanah’ tempatnya bertumbuh. Dalam hal ini kami
menegaskan bahwa pengertian ‘rumpun eksekutif’ tidak sama artinya dengan
‘rumpun Pemerintah’. Benar bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) masuk dalam rumpun eksekutif. Tapi bukan rumpun
Pemerintah.

Maka telah jelasiah bahwa Pemerintah dan KPK tidak saling menguasai atau
dikuasai, namun satu rumpun, yakni sama-sama rumpun eksekutif. Dengan
demikian baik secara sosiologis, yuridis maupun filosofis tidak ada dasar bagi
Pemerintah, dafam hal ini Peraturan Presiden, memiliki kewenangan dalam
UU nomor 19 tahun 2019, dan tidak ada alasan bagi Pemerintah diberikan
Perintah untuk mencampuri kekuasaan eksekutif KPK, sebagaimana telah
kami wuraikan diatas. Dalam hal ini bahkan Presiden bukan hanya
diperintahkan untuk mencampuri, namun menguasai KPK.

Banwa patui disimpulkan penggunaan kolimat Serumpun’ dolam UU KPK
tersebut sebagai oiosan vong dibugi-buot oieh pembuot U untuk membuat
“Perintah” kepada Presiden , atau “Perintah” yang memberikan kewenangan
kepada Pemerintah menguasai KPK. Dan hal tersebut patutich disebut
sebagai perbuatan curang dari konspirasi pembuat UU, yokni Dewan
Perwakilan rakyat & Presiden dengan cara melanggar tertib dan hirarki
hiikum melalui asumsi sesat tentang kata “serumpun’”,
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Dengan demikian pasal dan ayat yang kami mohonkan untuk diujimateriilkan
ini telah terbukti bertentangon dengan pasal 3 ayat (1) UUD 1945 karena telah
jelas  terdaopatnya prakiek pembuatan UU  yong  melegitimasi
penyelenggaraan Indonesia layaknya negara kekuasaan.

Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia,

Bahwa Peraturan Presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 32C ayat (2}
tidak memiliki alasan hukum untuk memberi perintah kepada Presiden untuk
mengatur organ Dewan Pengawas. Bohwa perintah UU dimaksud teiah
bertentangan dengan tertib dan hirarki hukum sebagai syarat sebuah hukum
yang berlaku dinegara Indonesia. Bunyi pasal 37C ayat (2) UU nomor 19 tahun
2019 tersebut nyata-nyata membuktikan bahwa UU tersebut telah
mengupayakan praktek negara kekuasaan. Dengan merujuk kepada Pasal 10
yang berbunyi :

{1) Materi muatan yang harus diatur dengan UndangUndang berisi:

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuanUndang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
pengesahan perjanjian internasional tertentu;

tindak fanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Qoo

Maka Perpres sebagaimana ketentuan pasal 37C ayat (2} UU KPK pun tidaklah
dapat dibenarkan. Bahwa UU KPK masuk kategori ‘pemenuhan kebutuhan
masyaroket’, bukan oleh sebab vang loin. Dengan demikian seluruh ketentuan
yang mengatur kewenangan KPK harusioh berdasarkan dan ditentukon oleh
Ui KPK sendiri.

Dengon sognya perintah UU KPK pasal 37C avai {2) ieloh ierbuktikon bohwa
UU KPK telah melanggor prinsip negare hukum yang baik karena tidak sesuai
tertib dan hirarki hukum. Dan oleh karena Pasal 37C ayat {2) maka UL KPK
tidak patut disebut “hukum”. Pasal tersebut patut disebut dengan “pasal
kekuasaan”. Karenanya tidak pantas dimaknai sebagai sebuah UU negara
indonesia yang berdasarkan hukum.




Juga patut dicermati bahwa yang dimaksud Dewan Pengawas dalam UU KPK
tersebut bukanlah Dewan Pengawas KPK. Diksi yang digunakan adaiah
Dewan Pengawas (tanpa ‘KPK’). Dengan demikian menjadi semakin tidak jelas
makna ‘Dewan Pengawas’ dalam UU KPK tersebut. Makna Dewan Pengawas
dalam UU KPK menjadi multi tafsir dan menyesatkan opini masyarakat, yang
patut diduga bagian dari upaya distorsi UU KPK. Hal tersebut juga menjadi
bukti adanya upaya sengaja melaksanakan praktek negara Kekuasaan dalam
UU KPK.

Telah jelas dalam pasal dan ayat yang kami mohonkan untuk diuji materiilkan
menjadi bukti formil dan materiil adanya distorsi hukum yang menghadirkan
praktek negara Kekuasaan. Dengan merujuk pengertian UU nomor 12 tahun
2011 tentang hukum yang baik, maka telah nyoto terjadi pengenyampingon
prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan
dalom pasal 1 ayat (3) UUD 1945,

Pengenyampingan tersebut adalah penghinaan terhadap hak konstitusional
setiap rakyat indonesia, dan juga merupakan perbuatan melanggar hukum.
Harkat dan martabat rakyat telah dilecehkan, dan terancam. Hal tersebutiah
kerugian konstitusionil Pemohon. Jika Konstitusi sebagai jaminan hak rakyat
hidup dalam negara hukum telah ditentang, maka hal tersebut pertama-tama
adalah kerugian moral bagi setiap rakyat Indonesia. Yang selanjutnya patut
diduga akan mengakibatkan kerugian yang lebih lagi bagi rakyat indonesia
baik secara pribodi maupun masyarokat dan negara. Praktek negara
kekuasaan dapat dipastikan akan merusak segaia sendi-sendi kehidupan
setiap pribadi rakyat Indonesia dalam bermasyraokat, berbangsa dan
bernegara didalam negara Indonesia yang adalah negara hukum.

D. PERMOHONAN (PETITUM)

#

1K Ronstitusi vang miulia,

Jika permohonan a quo ditolak majelis, maka sangat mungkin akan menjadi
preseden buruk terhadap kelangsungan perjalanan Peraturcn perundang-
undangan bangsa ini. Patut dikhawatirkan Pemerintah dan otau
penyeienggara negarg lainnya oken terus menerus membuat distorsi
Pergiuran Perundong-undangaen yong berkorokier seperti Uil nomor 19 tahun
2018 ini, yakni UU berkarokter negara kekuasaan.




Sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi selaku penjaga Konstitusi menolak
dengan tegas segala prakiek yang melegitimasi negara kekuasaan vong
disusupkan melaiui pembuatan UU. Karena penyusupoan poasal dan ayat UU
demi praktek negara kekuasaan patut diduga sebagai langkah awal upaya
legitimasi kejahatan Penguase. Karena segala pelanggaran hak
Konstitusional selalu bertujuan demi kekuasaan, yang pasti merugikan rakyat.

Oleh karenanya kami berpendapat bahwa majeiis hakim Konstitusi teioh
cukup alasan untuk menyatakan bahwa Pasal Pasal 37C ayat (2) UU Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Keduc atas UU Noemor 20 Tahun 2002
tentang KOMIS! PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Bertentangan
Dengan Pasal 1 Ayat (3} UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (UUD 1945).

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan dalam permohonan ini, maka kami
memohon kepada majelis hakim Konstitusi yang memeriksa dan memuius
permohonan ini untuk berkenan memutuskan;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 yang Pemohon ajukar;

2. Menyatakan Pasal 37C ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Perubohan Kedua aias UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Bertentangon dengon
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dan oleh karenanya menyatakan membatalkan Pasal 37C ayat (2} UU
Nomor 18 Tohun 2019 tenitong Perubohan Keduo atas UU Nomor 30
Taohun 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSE

L

Memerintahkan tentang ketentuan vang mengatur organ KPK
seluruhnya ditenivkon dolam Undang-undang;

B

Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamoh Konstitusi  otas
permohonon o quo dalom lembaran Negora Republik indonesio

n

sehagaimana mestinya.




Demikian kami sampaikan Permohonan kami kehadapan yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi Republik indonesia, seraya mengucapkan terimakasih dan
saflam hormat kami, RAKYAT INDONESIA.

Jakarta, 27 Desember 2019.

Hormat kami Pemohon,

\r

(MARTINUS BUTARBUTAR,SH} {RISOF MARIO,5H}



